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ABSTRAK 
Analisis Perhitungan PPh Badan Pada PT. Raja Indo  
di Makassar 
 
Analisys of calculation income tax at PT. Raja Indo in Makassar 
 
Kharisma Biyan Pratama 
 Rusman Thoeng 
Muh. Nur Azis 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak 
penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Raja Indo  di Makassar 
dan untuk membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan atas laporan 
keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan. 
Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif / comparative. Hasil analisis laporan keuangan perusahaan, 
menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang 
dilakukan perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan No. 36 
tahun 2008, dimana terdapat perbedaaan dalam perhitungan pajak penghasilan. 
Kekurangan PPh, terutang dari laporan keuangan fiskal lebih besar dari 
kewajiban pajak tentang laporan keuangan komersial. Pengaruh dari 
pelaksanaan koreksi fiskal pada perusahaan PT. Raja Indo di Makassar, yang 
menunjukkan bahwa dalam perhitungan PPh pasal 29 terdapat PPh yang kurang 
bayar sebesar Rp. 7.220.150, dan PPh pasal 25 terdapat PPh yang kurang bayar 
sebesar Rp.601.679,17.  
 
Kata kunci: PPh Badan 
The purpose of this study was to determine the calculation of corporate income 
tax by PT. Indo King in Makassar and to compare the corporate income tax 
calculation on the financial statements made by the company with the taxation 
laws. The method of analysis used in this study is a descriptive analysis / 
comparative. The results of the analysis of the financial statements of the 
company,  pointed out that the calculation and reporting of income tax the 
company has not conductes in accordance with the taxation Laws No. 36 In 
2008, where there is a distinction in the calculation of income tax. Lack of income 
tax, payabel from the fiscal financial report is greater than the tax liability of 
commercial financial statements. The influence of the implementation of the fiscal 
correction on company PT. Raja Indo in Makassar, which suggests that in the 
calculation of income tax article 29 there are less paid income tax amounting to 
Rp. 7,220,150.00 and income tax Article 25 there are less paid income tax 
amounting to Rp. 601,679.17. 
 
Keywords: Corporate income tax 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Sejalan dengan perkembangan ekonomi, tekhnologi, informasi, sosial dan 
politik, disadari perlu dilakukan perubahan Undang-undang tentang                
ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka pemerintah melalui              
reformasi perpajakan yakni dengan mengganti official assessment system 
menjadi self assessment system yakni sistem pemungutan pajak yang             
memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya 
pajak terutang. 
Sistem pemungutan pajak dengan self assessment system yang 
digunakan oleh pemerintah saat ini ternyata memiliki kontribusi yang                   
sangat besar  terhadap pemungutan pajak. Hal ini dapat dilihat bahwa  
kontribusi pajak terhadap APBN sebesar 80% dan sisanya yaitu sebesar 20% 
adalah yang berkaitan dengan disektor migas dan non migas. Dalam               
hubungan dengan uraian tersebut di atas, maka salah satu jenis pajak yang 
ditekankan adalah pajak penghasilan. Dimana pajak penghasilan dikenakan 
terhadap subyek pajak atas  penghasilan yang diterima atau diperolehnya  
dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011 : 129). Kemudian perlu                       
ditambahkan bahwa dalam perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan 
badan, dimana pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang 
dikenakan terhadap badan dan berkenaan dengan penghasilan yang diterima 
atau diperoleh selama 1 tahun pajak. 
Namun dalam perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi 
perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung (komersial) dengan 
1 
2 
 
 
menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai 
pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan                
perusahaan (komersial) dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh                             
fiskus. Akibat dari adanya perbedaan pengakuan pendapatan, biaya dan laba 
antara menurut perusahaan (komersial) dengan fiskus, maka perlu dilakukan 
penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan                 
oleh perusahaan dengan fiskus. Hal ini dimaksudkan untuk dapat                 
menentukan pajak penghasilan badan (terutang) menurut UU Perpajakan No. 36 
tahun 2008. 
Melihat akan pentingnya penilaian pajak penghasilan badan menurut UU 
perpajakan, maka perlunya dilakukan analisis mengenai perhitungan pajak 
penghasilan badan yang sesuai dengan UU. Perpajakan. Demikian halnya 
dengan perusahaan PT. Raja Indo di Makassar yang bergerak di bidang dealer 
pompa merek Grundfos, dimana dalam perhitungan pajak penghasilan terjadi 
perbedaan, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara biaya yang 
diakui dalam laporan keuangan dengan biaya yang diakui pajak. Oleh karena 
itulah maka perlu dilakukan koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan 
terutang, salah satu tujuan yang dilakukan adalah koreksi-koreksi yang 
dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapat laba menurut pajak. Laba 
pajak dihitung adalah dengan menggunakan konsep cara pengakuan dan 
pengukuran menurut ketentuan perpajakan. 
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik      
dalam memilih judul : ”Analisis Perhitungan PPh Badan Pada PT. Raja Indo di 
Makassar.” 
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1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah              
dikemukakan sebelumnya maka permasalahan pokok yang dihadapi oleh 
perusahaan adalah sebagai berikut :  “Apakah perhitungan pajak penghasilan 
badan yang dilakukan oleh PT. Raja Indo di Makassar telah sesuai dengan 
Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 ” 
 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1.  Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan 
oleh perusahaan PT. Raja Indo di Makassar. 
b. Untuk membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan yang 
dilakukan oleh perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan. 
2.  Kegunaan Penelitian  
a. Untuk memberikan sumbangan pikiran kepada perusahaan tentang 
penerapan pajak penghasilan badan  atas laporan keuangan menurut 
UU. Perpajakan No. 36 tahun 2008. 
b. Sebagai bahan referensi bagi yang berminat untuk memperdalam             
masalah perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan ditinjau dari 
segi Undang-Undang No. 36 tahun 2008. 
 
1.4 Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan skripsi selanjutnya, maka penulis 
menguraikan kedalam sistematika pembahasan sebagai berikut : 
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Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang  
masalah, rumusan masalah,  tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 
penulisan. 
Bab kedua merupakan tinjauan pustaka yang berisikan pengertian pajak, 
definisi penghasilan, pengertian pajak penghasilan, tarif pajak, subyek pajak, 
obyek pajak, pengertian pajak penghasilan pasal 25, menghitung angsuran pajak 
penghasilan pasal 25, perlakuan pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29, 
kerangka pikir. 
Bab ketiga merupakan metode  penelitian,  daerah  dan waktu  penelitian,  
metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis. 
Bab keempat merupakan gambaran umum perusahaan yang terdiri dari 
sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan uraian tugas 
masing-masing bagian dalam perusahaan. 
Bab kelima mengenai hasil analisis dan pembahasan yang terdiri dari 
laporan keuangan fiskal, perhitungan laba fiskal, analisis perlakuan pajak 
penghasilan pasal 25 dan pasal 29 badan, evaluasi perlakuan perhitungan pajak 
penghasilan pasal 25 dan pasal 29.  
Bab keenam merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 
saran-saran. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Landasan Teori 
2.1.1. Pengertian Pajak 
Pajak sebagai suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian  kekayaan 
kepada negara dan memberikan kedudukan tertentu. Tetapi bukan sebagai 
hukuman dan tidak ada jasa balik dari negara secara langsung. Untuk 
memelihara kesejahteraan umum. Pajak merupakan iuran wajib dan 
pemungutannya didasarkan undang-undang sehingga pelaksanaannya dapat 
dipaksakan yang berarti bahwa barang siapa (wajib pajak) tidak atau tidak 
sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terhadap mereka dapat                    
dipaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut melalui surat peringatan, surat 
teguran, dikenakan sanksi administrasi (bunga dan denda), termasuk penyitaan 
terhadap kekayaan wajib pajak, dan dapat dengan pidana penjara. Dengan 
demikian hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum publik, yaitu 
hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak 
dengan rakyatnya sebagai wajib pajak.  
Sumitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011 : 1) bahwa :  
 ”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum.” 
 
Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan  untuk 
mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung dan tidak langsung                    
dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan                       
 
5 
 
6 
 
 
sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai 
suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga 
negara  yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur              
dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan 
bangsa dan negara. 
Untuk lebih jelasnya akan disajikan pengertian pajak sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Soemitro yang dikutip oleh (2011 : 1) bahwa :  
 “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal 
(kontra prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum.” 
 
Casavera (2009 : 3) mengemukakan pengertian pajak yaitu sebagai 
berikut :  
 ”Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh prang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat.”  
 
Berdasarkan pengertian ini, pemungutan pajak di Indonesia mengacu 
pada sistem self assessment. sistem self assessment adalah sistem pemungutan 
pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib 
pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 
harus dibayar. 
Sesuai dengan sistem self assessment, setiap wajib pajak wajib 
membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, dengan tidak menguntungkan pada adanya surat 
ketetapan pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk  
menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua surat pemberitahuan yang 
disampaikan wajib pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya              
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terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam 
pengisian surat pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang               
tidak dilaporkan oleh wajib pajak. 
Yolina (2009 : 11) mengemukakan bahwa :  
“Pajak adalah iuran rakyat yang diberikan kepada kas Negara 
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 
mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di 
tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” 
 
Waluyo (2010 :2) mendefinisikan bahwa :  
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, 
dan yang gunanya adalah untuk membayar pengeluaran-pengeluaran 
umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan 
pemerintahan.” 
 
Dari definisi di atas lebih memfokuskan pada fungsi budgetir dari pajak, 
sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yang fungsi mengatur. 
Apabila memperhatikan coraknya, dalam memberikan batasan pengertian pajak 
dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari segi ekonomi, segi 
hukum, segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini juga akan mewarnai titik berat 
diletakkannya, sebagai contoh : segi penghasilan dan segi daya beli, namun 
kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi. 
Peran pajak, baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun 
sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang 
sangat penting bagi negara kita. Oleh karena itu, proses penyiapan tenaga                   
ahli yang memadai dalam bidang perpajakan serta penyadaran atas peran               
serta masyarakat sebagai Wajib Pajak (tax player) harus menjadi perhatian 
semua pihak. 
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Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2003 : 2) yaitu fungsi 
budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur). 
1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 
Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu 
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin 
maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah 
berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya 
tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi 
pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak 
seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas 
barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. 
Negara  seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber  
keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Dalam keluarga                    
sumber keuangan dapat berupa gaji/upah atau  laba  dari usahanya. 
Sedangkan bagi suatu  negara,  sumber keuangan yang utama adalah              
pajak dan retribusi.   
Disamping itu, negara mempunyai sumber  penerimaan lain sebagai berikut : 
a. Hasil  pengolahan bumi, air dan kekayaan alam,  Seperti tercantum  pada  
pasal 33 UUD 1945, bumi, air  dan  kekayaan  alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai  oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya  
kemakmuran rakyat. 
b. Keuntungan  dari perusahaan negara baik Persero,  Perum  maupun 
Perusahaan jawatan (Perjan). Pemilikannya dapat berbentuk Badan 
Usaha Milik Negara  (BUMN) maupun Badan Usaha  Milik  Daerah 
(BUMD) 
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c. Denda-denda dan penyitaan barang yang dilakukan oleh pemerintah  
karena suatu pelanggaran hukum atau sebab-sebab lain. Namun harus 
diperhatikan bahwa denda dimaksudkan negara untuk mengurangi 
pelanggaran hukum. 
d. Penerimaan-penerimaan dari departemen-departemen yang bersifat non 
tax (bukan merupakan pajak) yang diterima atas pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat. 
e. Pinjaman-pinjaman atau bantuan-bantuan baik dari  luar negeri maupun 
dari dalam negeri. 
f. Pencetakan uang, hadiah-hadiah atau hibah maupun  hasil pengelolaan 
kekayaan negara lainnya. 
2. Fungsi Regulerend (Mengatur) 
Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk  
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial              
dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang                   
keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur 
adalah : 
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak 
penjualan atas barang mewah (PPn–BM) dikenakan pada saat terjadi 
transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka 
tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal 
harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak  
berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya 
hidup mewah). 
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b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar 
pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi 
(membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan 
pendapatan. 
c. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha 
terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga 
akhirnya dapat memperbesar devisa negara. 
d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri 
tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, 
dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri 
tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi 
(membahayakan kesehatan). 
e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang 
diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, dimaksudkan 
untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. 
f. Pemberlakukan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing 
agar menanamkan modalnya di Indonesia. 
 
2.1.2. Definisi Penghasilan 
 
 Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009 : 12), penghasilan 
didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode 
akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau 
penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal 
dari kontribusi penanaman modal. 
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Berdasarkan definisi di atas, penghasilan meliputi pendapatan             
(revenues) maupun keuntungan (gains). Pendapatan (revenues) timbul dari 
pelaksanaan aktivitas perusahaan yang bisa dikenal dengan sebutan yang 
berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, royalti dan 
sewa.  
Sedangkan keuntungan (gains) mencerminkan pos lainnya yang 
memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak                    
timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan 
mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada 
hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos ini tidak di 
pandang sebagai unsur terpisah dari penghasilan. 
Pengelompokan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan 
ekonomis dibagi menjadi : 
a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, 
seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, pengacara 
dan sebagainya. 
b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 
c. Penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak maupun harta tak 
bergerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta 
atau harta yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain-lain. 
d. Penghasilan lain-lain adalah seperti hadiah, pembebasan utang, keuntungan 
selisih kurs, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap. 
 
2.1.3. Pengertian Pajak Penghasilan 
 
Pajak penghasilan diatur dengan undang-undang Nomor 7 tahun 1983 
yang telah mengalami empat kali perubahan, yaitu undang-undang Nomor 7 
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tahun 1991, Undang-undang nomor 10 tahun 1994, undang-undang nomor 17 
tahun 2000, dan yang terakhir adalah undang-undang nomor 36 tahun 2008. 
Undang-undang pajak penghasilan ini mengalami beberapa kali perubahan 
sehingga dapat mengikuti perkembangan social ekonomi sebagai hasil 
pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang yang 
sangat pesat. Meskipun demikian, perubahan undang-undang pajak  
penghasilan tersebut tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang 
dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, 
serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan Negara dengan tetap 
mempertahankan system self assessment.  
Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut dilakukan 
dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara 
universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas 
penerimaan negara serta tetap mempertahankan sistem self assessment. Oleh 
karena itu, tujuan dan arah penyempurnaan Undang-undang Pajak Penghasilan 
tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak. 
2. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak. 
3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi 
langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman 
modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah tertentu 
yang mendapat prioritas. 
Pajak penghasilan (PPh) sebelum perubahan perundang-undangan 
perpajakan tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan 
/ordonisasi seperti yang dikenal dengan Pajak Pendapatan orang pribadi yang 
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dipungut berdasarkan Ordonasi Pajak Pendapatan tahun 1984 dan pajak 
perseroan yang diatur dalam Ordinasi Pajak Perseroan tahun 1925 serta pajak 
atas bunga, dividen dan royalti   tahun 1970. 
Sesudah kedaulatan RI, peraturan perpajakan Belanda digunakan 
kembali sambil dilakukan penataan dan perluasan. Undang-undang PPh terbaru 
yakni Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 yang menggantikan Undang-
undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dalam ketentuan 
materialnya lebih banyak terserap. Sedangkan aspek hukumnya digeser ke 
dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan. 
Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksudkan untuk tetap 
berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu 
keadilan, kemudahan/efisiensi dan produktivitas penerimaan negara. Oleh 
karena  itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 
adalah  untuk lebih meningkatkan pengenaan pajak, lebih memberikan 
kemudahan kepada wajib pajak, untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah 
dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman 
modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha 
tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas. 
Berikut ini pengertian pajak penghasilan dikemukakan oleh Suandy            
(2010 : 81) mengemukakan bahwa :  
”Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak 
atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak 
atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun 
pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam 
tahun pajak”. 
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Menurut Moljono (2007 : 2) mengemukakan bahwa :  
”Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subyektif yang kewajiban 
pajaknya melekat pada subyek pajak bersangkutan, artinya kewajiban 
pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subyek 
pajak lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian 
hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subyektif 
menjadi penting”. 
 
Ketentuan umum tentang Pajak Penghasilan menurut UU Perpajakan  
No. 36 tahun 2008 menyatakan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap 
subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun 
pajak. Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap 
subyek pajak  berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya 
dalam tahun pajak. Subyek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima 
atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang ini disebut wajib pajak. 
Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan  yang  diterima  atau  
diperolehnya  selama  satu  tahun  pajak  atau dapat pula dikenakan pajak untuk 
penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila  kewajiban pajak subyektifnya 
dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. 
Rakyat yang membayar PPh di Indonesia bukan saja rakyat yang 
berdiam di atau menetap di Indonesia, tetapi juga rakyat yang menetap di negara 
lain jika ia mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia, seperti menerima 
penghasilan dari Indonesia atau menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di 
Indonesia. 
Pajak Penghasilan Indonesia menurut Undang-undang PPh termasuk 
dalam kelompok pajak langsung, karena timbulnya utang PPh terjadi secara 
periodik atau setahun sekali pada setiap akhir tahun pajak. Dengan demikian, 
pemajakan PPh dilakukan secara periodik setahun sekali setelah timbulnya 
utang PPh, yaitu setelah tahun pajak berakhir. Karena PPh ditentukan setelah 
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diketahuinya jumlah penghasilan yang sebenarnya diperoleh selama satu tahun 
pajak, maka pemajakan PPh berdasarkan stelsel riil. 
 
2.1.4. Tarif Pajak 
 
Pajak penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan             
terhadap laba perusahaan yang sering disebut penghasilan kena pajak (PKP) 
atau laba kena pajak. Dalam menentukan laba kena pajak ini sering kali terjadi 
perbedaan antara akuntansi keuangan dengan perpajakan. Wajib pajak 
diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang sesuai             
dengan ketentuan pasal 36 UU KUP agar mendapatkan laba kena pajak secara 
tepat dan benar. 
Wajib pajak harus memahami dengan benar perbedaan-perbedaan 
antara perlakuan akuntansi (komersial) dengan fiskus (fiskal). Secara fiskal                
ada pendapatan yang merupakan obyek pajak, dari segi biaya/pengeluaran              
ada yang bisa dibiayakan dan ada yang tidak dapat dibiayakan. Selain hal itu, 
ada perbedaan metode pencatatan/pembukuan antara akuntansi dengan fiskal, 
misalnya metode penyusutan aktiva tetap, amortisasi, penilaian persediaan dan 
lain sebagainya.  
Sesuai dengan Tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2008, tarif ini berlaku mulai tahun pajak 2009 (per 1 Januari 2009) antara lain : 
Tarif Progresif PPh Orang Pribadi : 
No. Jumlah Penghasilan Tarif 
1. s.d. Rp. 50.000.000,00 5 % 
2. Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 15% 
3. Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00 25 % 
4. Di atas Rp. 500.000.000,00 30 % 
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 Tarif Tunggal PPh WP Badan dan Badan Usaha Tetap adalah :  
      a. Tarif tunggal 28 % untuk tahun pajak 2009 
      b. Tarif tunggal 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya. 
Pengurangan Tarif 50% bagi Wajib Pajak Badan 
       Bagi sebagian Wajib Pajak mungkin belum mengetahui bahwa Undang-
undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku sejak                
1 Januari 2009 memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif PPh bagi Wajib 
Pajak badan sebesar 50%, yang diberikan untuk penghasilan sampai dengan  
sebesar Rp. 4.800.000.000. 
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 31 E UU PPh No.36 Tahun 2008, yang 
berbunyi : 
1. Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan                          
Rp 50.000.000.000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 
50% dari tarif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b 
dan ayat (2) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian 
peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,-. 
2. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
 
2.1.5 Subyek Pajak Penghasilan 
 
Undang-undang pajak penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan 
pajak penghasilan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan                    
yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subyek pajak akan 
dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan 
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subyek pajak telah 
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memenuhi kewajiban pajak secara obyektif maupun subyektif maka disebut  
wajib pajak.  
Menurut Yolina (2009 : 31) Pajak penghasilan diatur dalam undang-
undang No.7 tahun 1984, diubah dengan undang-undang Nomor 7 tahun 1991 
dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008. Undang-Undang 
pajak penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang                
diterima atau diperoleh baik orang pribadi maupun badan. Pajak penghasilan 
dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam 
tahun pajak. 
UU PPh No. 36 Tahun 2008 menurut pendapat Muljono (2007 : 1) subyek 
pajak adalah orang pribadi, warisan atau badan termasuk bentuk usaha tetap 
(BUT) yang berada di dalam negeri maupun berada di luar negeri yang 
mempunyai atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.   
Menurut Supramono (2010 : 37) bahwa : “Subyek pajak diartikan sebagai 
orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak 
penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan 
yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak ”. 
Lain halnya menurut Abut (2007 : 10) bahwa : “Subyek pajak                     
adalah pajak yang berpangkal pada diri orang yang dikenakan pajak. Pada  
pajak subyektif dimulai dengan menetapkan orangnya, kemudian baru                   
dicari obyeknya”. Dalam pemungutan pajak subyektif ini harus ada                  
hubungan antara negara pemungut pajak dengan subyek pajak. Jadi yang 
penting adalah subyeknya, yang dapat dibedakan antara perorangan dan           
badan usaha.  
 Subyek pajak baru memenuhi syarat subyektif (memenuhi syarat          
sebagai subyek pajak), tetapi belum memenuhi syarat obyektif belum              
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memenuhi syarat berupa memiliki harta kekayaan yang dimaksud Undang-
Undang untuk dibayar  ke negara. 
Pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak berkenaan dengan 
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pengertian 
subyek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu 
kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, sebagai berikut : 
1. Orang pribadi 
Orang pribadi sebagai subyek pajak dapat bertempat tinggal atau berada                
di Indonesia atau di luar Indonesia. 
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan                 
mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang 
belum terbagi sebagai subyek pajak pengganti dimaksudkan agar  
pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat 
dilaksanakan. 
3. Badan 
Pengertian badan mengacu pada undang-undang KUP, bahwa badan adalah 
sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 
melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik 
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, 
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi 
Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, lembaga bentuk 
usaha tetap, dan badan lainnya. Dalam badan ini termasuk Reksadana. 
BUMN atau BUMD sebagai subyek pajak tanpa memperhatikan nama dan 
bentuknya. Sebagai contoh lembaga atau badan yang dimiliki Pemerintah 
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Pusat atau Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk 
memperoleh penghasilan. 
 
2.1.6 Obyek Pajak Penghasilan  
 
Undang-undang pajak penghasilan menganut prinsip atas penghasilan  
dalam pengertian yang luas, yaitu pajak dikenakan atas setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari                     
manapun asalnya, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar               
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah             
kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun, 
termasuk :  
Obyek pajak penghasilan adalah penghasilan. Sebelum menguraikan  
ketentuan apa saja yang diatur mengenai obyek pajak pada Undang-undang 
Perpajakan No. 36 Tahun 2008, terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian 
penghasilan.          
Menurut pendapat Moljono (2007 : 19) mengemukakan bahwa :  
”Obyek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis 
yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari 
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 
konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang 
bersangkutran dengan nama dan dalam bentuk apapun.”  
 
Menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 
mengungkapkan bahwa : 
1. Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak,                       
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 
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dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang 
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : 
a. Penggantian  atau  imbalan berkenaan  dengan  pekerjaan atau  jasa 
yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau uang imbalan dalam bentuk  
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini . 
b. Hadiah  dari undian atau pekerjaan atau  kegiatan,  dan penghargaan. 
c. Laba usaha 
d. Keuntungan  karena  penjualan  atau  karena  pengalihan harta  
e. Penerimaan  kembali  pembayaran pajak  yang  telah dibebankan 
sebagai biaya. 
f. Bunga  termasuk premium, diskonto, dan  imbalan  karena jaminan 
pengembalian utang, 
g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 
usaha koperasi. 
h. Royalti 
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan  penggunaan harta 
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 
tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 
l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing 
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva 
n. Premi asuransi 
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o. Iuran yang diterima atau diperoleh dari perkumpulan anggotannya yang 
merupakan wajib pajak. Tambahan  kekayaan neto yang berasal  dari  
penghasilan  yang belum dikenakan pajak 
2. Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, 
penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, 
penghasilan  dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta 
penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan 
pemerintah. 
 
2.1.7 Pengecualian sebagai Objek Penghasilan  
Pertambahan kemampuan ekonomis berikut tidak termasuk sebagai 
obyek pajak penghasilan : 
1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan,asuransi 
jiwa,asuransi dwiguna 
2. Penerimaan dalam bentuk natura/kenikmatan kecuali penghasilan yang 
dipotong PPh Pasal 21 termasuk penerimaan dalam bentuk natura/ 
kenikmatan yang diberikan oleh bukan WP/WP yang dikenakan PPh final 
3. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. 
4. Penerimaan dalam bentuk natura/ kenikamatan yang diberikan oleh 
pemerintah 
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemerintah 
6. Zakat yang diterima oleh OP yang berhak dari badan/lembaga amil zakat 
yang dibentuk/disyahkan oleh pemerintah 
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2.1.8 Pengurangan Objek Pajak dan Pengecualian sebagai Pengurang Pajak 
Pengurangan objek pajak adalah : 
1. Pemberi kerja yang membayar gaji,upah, honorarium,tunjangan sehubungan 
dengan pekerjaan/jasa yang dilakukan oleh pegawai/ bukan pegawai 
2. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji,upah,honorarium,tunjangan 
sehubungan dengan pekerjaan/jabatan,jasa dan kegiatan 
3. Dana pensiun, badan penyelenggara Jamsostek,dan badan lain yang 
membayar uang pensiun dan THT/Jaminan Hari Tua 
4. Perusahaan, badan, BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan  
sehubungan dengan kegiatan dan jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan 
status WP DN yang melakukan pekerjaan bebas 
5. Perusahaan, badan, BUT yang membayar honorarium  sebagai imbalan 
sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh OP dengan 
status WP LN 
6. Yayasan, lembaga kepanitiaan,asosiasi sebagai pembayar gaji,upah 
sehubungan dengan pekerjaan,jasa,kegiatan yang dilakukan OP 
7. Perusahaan, badan, BUT yang membayarkan honorarium atau imbalan lain 
kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan 
8. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah,organisasi termasuk 
organisasi internal, perkumplan, OP serta lembaga lainnya yang melakukan 
kegiatan) yang membayar honorarium,hadiah atau penghargaan dalam 
bentuk apapun kepada WPOP DN berkenaan suatu kegiatan. 
Adapaun pengecualian sebagai pengurang pajak adalah : 
1. Kantor Perwakilan Negara Asing 
2. Organisasi internasional seperti IMF, ILO 
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2.1.9 Pajak-Pajak yang Dipungut Bersifat Final 
Penghasilan yang sudah dikenakan PPh yang sifatnya final tidak perlu 
lagi diperhitungkan sebagai objek pajak penghasilan, dan atas PPh Final yang 
telah dipotong pihak lain atau telah dibayar sendiri tidak dapat dapat 
diperlakukan sebagai kredit pajak. Objek PPh final dapat dibedakan sesuai 
pengenaannya, antara lain : uang pesangon, industri tembakau dari pabrikan, 
migas pada agen Pertamina, bunga bank, bunga obligasi, Premium SWAP / 
Forward, bunga anggota koperasi, sewa tanah atau dan bangunan, jasa 
pelayaran, jasa penerbangan, selisih lebih pada revaluasi, pengalihan hak tanah 
dan bangunan, transaksi saham, dan diskonto obligasi. 
 
2.1.10 Kredit Pajak 
Kredit pajak yang dapat dikurangkan terhadap pajak yang terutang pada 
akhir tahun adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi dalam tahun berjalan 
oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, baik yang dibayae sendiri 
oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tersebut ataupun yang 
dipotong serta dipungut oleh pihak lain, berupa : 
1. Pemotong pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan. 
2. Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bdang impor atau 
kegiatan usaha dibidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 
Undang-undang Pajak Penghasilan. 
3. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalty, sewa, 
hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan. 
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4. Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang 
boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-undang 
Pajak Penghasilan. 
5. Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 Undang-undang  Pajak Penghasilan. 
6. Pemotongan Pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu : 
a. Pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha 
ataukegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang 
sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di 
Indonesia. 
b. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga termasuk 
premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan 
pengembalian utang, royalty, sewa, dan penghasilan lain sehubungan 
dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaa, 
dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran 
berkala lainnya, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang 
terhadap hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau 
kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. 
c. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi 
atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam 
negeri atau bentuk usaha tetap. 
Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi 
pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan 
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perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh dikreditkan 
dengan pajak yang terutang. 
Pengurangan pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak 
dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan akan menghasilkan : 
1. Pajak penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar 
daripada jumlah kredit pajak (kurang bayar) 
2. Pajak penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih kecil 
daripada jumlah kredit pajak (lebih bayar) 
 
2.1.11 Pengertian Laporan Keuangan 
Laporan keuangan adalah produk dari manajemen dalam rangka 
mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan sumber dana yang 
dipercayakan kepadanya. Secara umum laporan ini menyediakan informasi 
tentang posisi keuangan pada saat tertentu, kinerja dan arus kas dalam suatu 
periode yang ditujukan bagi pengguna laporan di luar perusahaan untuk menilai 
dan mengambil keputusan yang bersangkutan dengan perusahaan. Sebagai 
sumber informasi, laporan keuangan harus disajikan secara wajar, transparan, 
mudah dipahami, dan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya ataupun 
antar perusahaan sejenis. 
Laporan keuangan menjadi penting karena memberikan input informasi 
yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Banyak pihak yang 
berkepentingan terhadap laporan keuangan, mulai dari investor atau calon 
investor, pihak pemberi dana atau calon pemberi dana, sampai pada manajamen 
perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan diharapkan memberikan informasi 
mengenai profitabilitas, risiko dan waktu dari aliran kas yang dihasilkan 
perusahaan. Informasi tersebut akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang 
26 
 
 
berkepentingan, dan pada giliran selanjutnya akan mempengaruhi nilai 
perusahaan.  
Menurut Gill dan Chatton (2005 : 3) mengemukakan bahwa : ”Laporan 
keuangan merupakan sarana utama membuat laporan informasi keuangan 
kepada orang-orang dalam perusahaan (manajemen dan para karyawan) dan 
kepada masyarakat di luar perusahaan (bank, investor, pemasok dan 
sebagainya).” 
Selanjutnya Margaretha (2004 : 12) mengatakan bahwa : ”Laporan 
keuangan adalah laporan yang memberikan gambaran akuntansi atas operasi 
serta posisi keuangan perusahaan.” 
Mamduh Hanafi (2004 : 27) mengemukakan bahwa ada tiga jenis laporan 
keuangan yang sering digunakan yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan 
aliran kas. Berikut ini akan diuraikan jenis-jenis laporan keuangan sebagai   
berikut : 
1. Neraca 
Neraca keuangan perusahaan mencoba meringkaskan kekayaan yang 
dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu. Dengan demikian neraca 
keuangan merupakan ”snapshot” gambaran kekayaan perusahaan pada  
saat tertentu. Karena fokus pada titik tertentu, neraca keuangan biasanya 
dinyatakan neraca per tanggal tertentu. 
Menurut Ciaran Walsh (2003, hal. 11) bahwa : ”Neraca merupakan ”potret” 
dari aktiva yang digunakan oleh perusahaan dan dana yang berkaitan 
dengan aktiva tersebut. Neraca merupakan dokumen statis yang 
menghubungkan satu titik waktu dengan titik waktu lainnya. Karena itu,             
akan mengulang ”potret” itu pada interval yang tetap bulan, kuartal,              
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tahun, untuk melihat bagaimana aktiva dan dana berubah seiring berlalunya 
waktu.” 
Neraca dibagi ke dalam dua bagian : sisi kiri yang menyajikan aset yang 
dimiliki oleh perusahaan, dan sisi kanan yang menyajikan sumber dana           
yang dipakai untuk memperoleh aset tersebut. Untuk setiap sisi, neraca 
disusun atau diurutkan berdasarkan likuiditas aset tersebut. Likuiditas                                
yang dimaksudkan di sini adalah kedekatannya dengan kas. Karena itu kas 
ditempatkan pada baris pertama, kemudian piutang yang membutuhkan                
satu langkah untuk menjadi kas, ditempatkan pada baris kedua. Persediaan 
ditempatkan pada baris berikutnya karena untuk menjadi kas, persediaan 
akan berubah menjadi piutang dulu. Demikian juga dengan sisi kanan 
(passiva) neraca. Kewajiban diurutkan dari utang dagang sampai modal 
saham. Alternatif penyusunan neraca adalah dengan menempatkan aktiva 
pada bagian atas, kemudian kewajiban dan modal pada bagian bawah. 
Neraca di atas menyajikan struktur semacam itu. Kemudian untuk aktiva              
dan kewajiban/modal, item-item di susun berdasarkan item yang paling likuid, 
diikuti dengan item yang kurang likuid. 
Neraca keuangan didasarkan pada accounting identity yang pada dasarnya 
menggambarkan neraca sebagai kesamaan antara aset dengan kewajiban 
dan modal saham, sebagai berikut : 
Aktiva = Kewajiban + Modal saham 
Dari persamaan tersebut terlihat bahwa jumlah aset (aktiva) akan sama 
dengan kewajiban dan modal saham. Modal saham biasanya didefinisikan 
sebagai selisih sisa setelah kewajiban dikurangkan dari aktiva. Neraca 
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disajikan berdasarkan blok-blok, yang terdiri dari tiga blok terbesar: (1) Aset 
(aktiva), (2) Utang, dan (3) modal saham. 
Aset bisa didefinisikan sebagai manfaat ekonomis yang akan diterima                             
di masa mendatang, atau akan dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari 
transaksi atau kejadian tertentu. 
Utang didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul di 
masa mendatang dari kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer aset 
atau memberikan jasa ke pihak lain dimasa mendatang, sebagai akibat 
transaksi atau kejadian di masa lalu. 
Modal saham merupakan sisa, yaitu aset dikurangi utang-utangnya. Modal 
saham merupakan bentuk kepemilikan suatu usaha. 
2. Laporan laba rugi 
Laporan laba rugi meringkaskan aktivitas perusahaan selama periode 
tertentu. Karena itu laporan keuangan perusahaan ditulis sebagai laporan 
laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember, yang berarti laporan laba 
rugi menyajikan ringkasan aktivitas selama satu tahun. Laporan laba rugi 
sering dianggap sebagai laporan yang paling penting dalam laporan tahunan. 
Kegiatan laporan meliputi kegiatan rutin (operasi bisnis), dan juga kegiatan 
yang tidak rutin, seperti penjualan aset tertentu, penghentian lini bisnis 
tertentu, perubahan metode akuntansi, dan sebagainya. Definisi kegiatan 
rutin dan non rutin akan tergantung dari jenis usaha yang dilakukan oleh 
perusahaan. 
Laporan keuangan laba rugi diharapkan bisa memberikan informasi yang 
berkaitan dengan tingkat keuntungan, risiko, fleksibilitas keuangan, dan 
kemampuan operasional perusahaan. Tingkat keuntungan mencerminkan 
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prestasi perusahaan secara keseluruhan. Risiko berkaitan dengan 
ketidakpastian hasil yang akan diperoleh oleh perusahaan. Fleksibilitas 
berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan terhadap 
kesempatan atau kebutuhan tidak seperti yang diharapkan. Kemampuan 
operasional mengacu pada kemampuan perusahaan menjaga aktivitas 
perusahaan berdasarkan tingkat kegiatan tertentu. 
Laba merupakan ukuran keseluruhan prestasi perusahaan, yang didefinisikan 
sebagai berikut : 
Laba = Penjualan – Biaya 
Harga pokok penjualan dipisahkan dari biaya administrasi dan umum agar 
keduanya bisa dianalisis secara terpisah. Pendapatan sebelum bunga dan 
pajak merupakan pendapatan operasional yang langsung terkait dengan 
operasi perusahaan. Manajer keuangan bisa menfokuskan pada item ini 
untuk memperoleh gambaran kemampuan perusahaan menghasilkan 
keuntungan dari operasinya. Bunga merupakan item yang diakibatkan oleh 
keputusan pendanaan.  
3. Laporan aliran kas 
Laporan aliran kas meringkas aliran kas masuk dan keluar perusahaan untuk 
jangka waktu tertentu. Laporan kas diperlukan karena dalam beberapa 
situasi, laporan laba rugi tidak cukup akurat menggambarkan kondisi 
keuangan perusahaan. Laporan aliran kas mempunyai dua tujuan:                         
(1) memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas 
perusahaan selama periode tertentu, dan (2) memberikan informasi 
mengenai efek kas dari kegiatan investasi, pendanaan, dan operasi 
perusahaan selama periode tertentu. Dengan kata lain, laporan aliran kas 
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ingin melihat aliran dana, yaitu berapa besar kas masuk, sumber-sumbernya, 
berapa kas keluar, dan kemana kas tersebut keluar. Karena itu item-item 
dalam laporan aliran kas dikelompokkan ke dalam tiga bagian besar, yaitu : 
(1) aliran kas dari kegiatan operasional, (2) aliran kas dari kegiatan investasi 
dan (3) aliran kas dari kegiatan pendanaan. 
 
2.1.12. PPh Badan ditinjau dari UU No. 36 Tahun 2008 
Salah satu bentuk reformasi perpajakan di Indonesia adalah dengan 
disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan 
perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan melalui proses panjang dan melibatkan stake holder termasuk 
pengusaha yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukan                     
antara fiskus dan Wajib Pajak. Penurunan tarif, penekanan cost of                 
compliance, law enforcement yang lebih tegas kepada Wajib Pajak tidak patuh, 
kesataraan fiskus dan Wajib Pajak merupakan poin-poin dalam tax reform                   
UU PPh. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal               
23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Pokok pikiran 
yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan antara 
lain sebagai  berikut (Darmin Nasution, 2009) : 
(1) Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) 
Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh 
negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah sehingga dapat 
meningkatkan daya saing dalam negeri, mengurangi beban pajak, dan dapat 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). 
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(a) Bagi WP orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35%                   
menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapisan                      
menjadi 4 lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan 
penghasilan kena pajak (income bracket), yaitu lapisan tertinggi 
darisebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta. 
(b) Bagi WP badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan,                           
yaitu 10%, 15% dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 
25% tahun 2010. Penerapan tarif tunggal dimaksudkan untuk 
menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan dan international best 
practice. Selain itu, bagi WP badan yang telah go public diberikan 
pengurangan tariff 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit             
40% saham dimiliki oleh masyarakat. Insentif tersebut diharapkan                 
dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa                
sehingga akan meningkatkan good corporate governance dan  
mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi 
perusahaan. 
(c) Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan 
tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian 
peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. Pemberian insentif 
tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang 
pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi 
perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat 
mendorong kepatuhan WP yang bergerak di UMKM. 
(d) Bagi WP orang pribadi Pengusaha Tertentu, besarnya angsuran PPh 
Pasal 25 diturunkan dari 2% menjadi 0,75% dari peredaran bruto. 
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Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk membantu likuiditas WP 
dengan pembayaran angsuran pajak yang lebih rendah serta memberikan 
kepastian dan kesederhanaan penghitungan PPh. 
(e) Bagi WP pemberi jasa yang semula dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% 
dari perkiraan penghasilan neto menjadi 2% dari peredaran bruto. 
Perubahan tarif tersebut dimaksudkan untuk memberikan keseragaman 
pemotongan pajak yang sebelumnya ada yang didasarkan pada 
penghasilan bruto dan sebagian didasarkan pada penghasilan neto. 
Dengan metode ini, penerapan perpajakan diharapkan dapat lebih 
sederhana dan tarif relatif lebih rendah sehingga dapat meningkatkan 
kepatuhan WP. 
(f) Bagi WP penerima dividen yang semula dikenai tarif PPh progresif 
dengan tarif tertinggi sampai dengan 35%, menjadi tarif final 10%. 
Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan 
untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, mendorong 
tumbuhnya investasi di Indonesia karena dikenakan tarif lebih rendah dan 
meningkatkan kepatuhan WP. 
(2) Pembebasan kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi WP yang telah 
mempunyai NPWP fiskal sejak 2009 serta penghapusan pemungutan fiscal 
luar negeri pada tahun 2011. Pembayaran fiskal luar negeri adalah 
pembayaran pajak di muka bagi orang pribadi yang akan bepergian ke luar 
negeri. Kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi 
WP yang memiliki NPWP dimaksudkan untuk mendorong WP memiliki 
NPWP sehingga memperluas basis pajak. Diharapkan pada 2011 semua 
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masyarakat yang wajib memiliki NPWP telah memiliki NPWP sehingga 
kewajiban pembayaran fiskal luar negeri layak dihapuskan. 
(3) Peningkatan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri WP orang 
pribadi sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,84 juta, sedangkan 
untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10% dari Rp 1,2 
juta menjadi Rp 1,32 juta dengan paling banyak 3 tanggungan setiap 
keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan 
perkembangan ekonomi dan moneter serta mengangkat pengaturannya dari 
peraturan Menteri Keuangan menjadi undang-undang. 
(4) Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP 
yang tidak memiliki NPWP 
(a) Pengenaan tarif 20% lebih tinggi dari tarif normal untuk WP non NPWP 
yang menerima penghasilan dipotong PPh Pasal 21. 
(b) Pengenaan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal untuk WP non NPWP 
yang menerima penghasilan dipotong PPh Pasal 23. 
(c) Pengenaan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal untuk WP non NPWP 
yang menerima penghasilan dipotong PPh Pasal 22. 
(5) Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 
Dimaksudkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat 
yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial, dengan 
diperkenankannya biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto. 
(a) Sumbangan dalam rangka penganggulangan bencana nasional dan 
infrastruktur. 
(b) Sosial Sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan, penelitian dan 
pengembangan yang dilakukan di Indonesia. 
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(c) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan keagamaan yang 
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. 
(6) Pengecualian dari objek PPh 
(7) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba yang 
bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan  
pengembangan yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 
tahun tidak dikenai pajak. 
(a) Beasiswa yang diterima atau diperoleh oleh penerima beasiswa tidak 
dikenai pajak. 
(b) Bantuan atau santunan yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial tidak dikenai pajak. 
Selain itu perubahan Reformasi Pajak 2008 yang yang terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-
Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu dengan mengenakan 
tarif berbeda pada wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan. Diharapkan 
dengan tarif pajak yang baru, maka wajib pajak badan dapat lebih diuntungkan 
sehingga penerimaan dari wajib pajak lebih meningkat. Maka sudah selayaknya 
bila perpajakan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. 
Undang-Undang yang memberatkan dunia usaha, berdampak membuat 
banyaknya 
usaha tidak dapat memperoleh laba secara maksimal dan konsekuensinya akan 
mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Hal ini sejalan dengan 
literature di bidang akuntansi manajemen yang menjelaskan bahwa pajak dapat 
mempengaruhi capital budgeting melalui tax effect dalam penentuan aliran kas, 
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pajak juga merupakan salah satu faktor utama dalam perencanaan sistem 
kompensasi manajemen. 
 
2.2. Tinjauan Empirik 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maretha 
Windriarti (2010) berjudul : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan 
Badan pada PT. Semen Tonasa di Kabupaten Pangkep. Dimana hasil                  
penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terjadi perbedaan laba sebelum 
pajak antara sebelum dan setelah dilakukan perencanaan pajak. Setelah 
Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan terutang perusahaan berkurang 
sehingga laba laba setelah pajaknya meningkat. Dari hasil yang di dapat 
tersebut, penulis menyarankan agar perusahaan menerapkan Perencanaan 
Pajak tersebut. 
Penelitian kedua dilakukan oleh Andini (2011) berjudul : Analisis 
Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan ditinjau dari segi               
Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pada PT. Nabila Timur Indonesia                            
di Makassar. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa                      
terdapat perbedaaan dalam perhitungan pajak penghasilan. Kerugian PPh, 
terutang dari laporan keuangan fiskal lebih besar dari kewajiban pajak tentang 
laporan keuangan komersial. 
 
2.3 Kerangka Pikir 
Untuk lebih jelasnya akan disajikan kerangka pikir yang dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
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Skema  2.1. Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
PT. Raja Indo di Makassar adalah merupakan perusahaan                  
yang bergerak di bidang dealer pompa merek Grundfos, dimana dalam 
menjalankan aktivitas usahanya maka perusahaan perlu melakukan perhitungan 
pajak penghasilan badan atas  laporan keuangan yang sesuai dengan UU. 
Perpajakan. Oleh karena itulah perlu dilakukan penerapan koreksi fiskal Hal ini 
bertujuan untuk meneliti pajak penghasilan terutang yang sesuai dengan UU. 
Perpajakan No. 36 tahun 2008. 
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di Makassar 
Penerapan Pajak Penghasilan 
Badan atas laporan keuangan 
 
Menurut perusahaan 
Menurut Undang-Undang 
Perpajakan  
 
Koreksi fiskal 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
3.1 Daerah dan Waktu Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis memilih obyek penelitian pada                            
perusahaan PT. Raja Indo, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
dealer pompa merek Grundfos. Sedangkan waktu yang digunakan dalam 
melakukan penelitian mulai dari bulan September  sampai dengan bulan Oktober 
tahun 2012. 
 
3.2 Metode Pengumpulan Data 
Untuk  mendapatkan  data  yang dibutuhkan penulis menggunakan 
metode pengumpulan data sebagai berikut :  
1. Tehnik Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan 
pengamatan secara langsung pada perusahaan yaitu pada perusahaan                
PT. Raja Indo di Makassar untuk mendapatkan data-data yang                 
relevan dalam pembahasan skripsi. 
2. Tehnik Interview yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan 
wawancara secara langsung dengan pimpinan perusahaan dan sejumlah 
personil untuk mendapatkan data-data empiris. 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
            Adapun  jenis  data  yang  dipergunakan dalam penulisan ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk 
informasi baik lisan maupun tulisan seperti sejarah berdirinya PT. Raja Indo 
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di Makassar, struktur organisasi PT. Raja Indo di Makassar dan uraian tugas 
masing-masing bagian dalam perusahaan. 
2. Data kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka-angka seperti besarnya 
tunjangan karyawan, besarnya angsuran PPh pasal 25 dan 29 serta data 
lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. 
Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui observasi langsung                   
dan mengadakan wawancara  secara langsung dengan pimpinan  
perusahaan untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan pembahasan 
skripsi ini. 
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dokumen-dokumen tertulis 
perusahaan, dan literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang  
dibahas, data ini bersumber dari dalam perusahaan maupun dari luar 
perusahaan.  
 
3.4 Metode Analisis 
Metode analisis yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini dapat 
dikemukakan sebagai berikut : “Analisis deskriptif/comparative yakni suatu 
analisis yang menguraikan dan membandingkan perhitungan pajak               
penghasilan badan menurut perusahaan dengan menurut Undang-Undang 
perpajakan.” 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
4.1 Hasil Penelitian  
4.1.1 Latar Belakang Berdirinya Perusahaan 
PT. Raja Indo adalah salah satu perusahaan yang merupakan dealer 
pompa merek Grundfos yang ada di Kota Makassar yang dari tahun ke tahun 
aktivitas penjualannya terus mengalami perkembangan. Perusahaan ini didirikan 
pada tahun 1980 oleh PD sebagai Perseroan Terbatas yang telah mendapat 
Surat Izin Perdagangan No. 3023/-VIII/NAS tertanggal 5 Januari 1990 dengan 
Akte Notaris ST. Dumanauw, SH. dengan No. 450/IX/Mei/1991. 
Adapun tujuan didirikannya perusahaan tersebut di atas adalah sebagai 
berikut : 
a. Adanya kesempatan yang baik untuk menyalurkan pompa sehingga 
diperoleh laba yang semaksimal mungkin. 
b. Adanya kerja sama yang baik antara usaha dealer pompa yang ada                            
di Kotamadya Makassar. 
c. Tersedianya modal usaha serta lokasi yang digunakan oleh perusahaan. 
d. Untuk membuka kesempatan kerjasama antara pengusaha di Kota 
Makassar. 
 
4.1.2 Struktur Organisasi  
Struktur organisasi PT. Raja Indo di Makassar secara garis besarnya 
didasarkan pada struktur organisasi lini atau yang terdiri dari seorang  Direktur 
Utama dan wakilnya yang membawahi tiga orang kepala bagian, masing-              
masing : 
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a. Bagian Pemasaran 
b. Bagian Gudang/Logistik 
c. Bagian Administrasi/Umum 
Untuk lebih jelasnya struktur organisasi perusahaan PT. Raja Indo di 
Makassar dapat dilihat melalui bagan berikut ini : 
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Skema 4.1  Struktur Organisasi Perusahaan PT. Raja Indo di Makassar 
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4.1.3 Uraian Tugas 
Berdasarkan bagan struktur organisasi perusahaan yang telah disajikan, 
maka adapun wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam 
perusahaan yang dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Komisaris 
Adalah Pihak yang terlibat untuk mengawasi jalannya perusahaan baik dari 
dalam maupun dari luar perusahaan. 
2. Direktur Utama 
Wewenang dan tanggung jawab direktur utama dapat diuraikan sebagai    
berikut : 
a. Memimpin dan mengkoordinir semua kegiatan perusahaan 
b. Menentukan kebijaksanaan perusahaan terutama dalam bidang 
pemasaran / penjualan. 
c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai.  
3. Wakil Direktur 
Wewenang dan tanggung jawab wakil direktur utama adalah sebagai berikut : 
a. Membantu direktur utama 
b. Mewakili  direktur  utama  untuk  urusan  intern  dan ekstern, apabila 
direktur utama berhalangan. 
4. Kepala Bagian Pemasaran 
Wewenang dan tanggung jawab kepala bagian pemasaran adalah 
melakukan koordinasi penjualan untuk luar dan dalam kota dan di samping 
itu menetapkan program pemasaran. Dalam melakukan aktivitasnya, maka 
kepala bagian pemasaran dibantu oleh bagian penjualan, yang wewenang 
dan tanggung jawabnya sebagai berikut : 
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a. Melakukan penjualan barang 
b. Membuat faktur penjualan 
c. Membuat laporan penjualan 
5. Kepala Bagian Gudang dan Logistik 
Wewenang dan tanggung jawab kepala bagian gudang dan logistik adalah 
untuk melakukan koordinasi atas Penerimaan dan Pengeluaran barang. 
Kepala bagian gudang dan logistik dibantu oleh : 
a. Bagian Penerimaan 
Wewenang dan tanggung jawab bagian penerimaan adalah bertanggung 
jawab atas segala penerimaan barang dalam gudang. 
b. Bagian Pengeluaran 
Wewenang dan tanggung jawab bagian pengeluaran adalah bertanggung 
jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran barang 
dalam gudang. 
6. Kepala Bagian Administrasi/Umum 
Wewenang dan tanggung jawab bagian administrasi/umum adalah untuk 
membuat segala laporan perpajakan. Kepala bagian administrasi/umum 
dibantu oleh beberapa orang yaitu : 
a. Kasir 
Wewenang dan tanggung jawab kasir adalah untuk mengetahui keluar 
masuknya uang dan membuat laporan peneri-maan dan pengeluaran 
kas. 
b. Keuangan 
Wewenang dan tanggung jawab bagian keuangan adalah bertanggung 
jawab atas segala laporan keuangan dalam  perusahaan. 
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c. Akuntansi 
Wewenang dan tanggung jawab akuntansi adalah membuat segala 
perhitungan akuntansi dalam laporan keuangan. 
 
4.2 Pembahasan 
4.2.1 Laporan Keuangan PT. Raja Indo di Makassar 
Untuk meningkatkan aktivitas operasional suatu perusahaan, maka 
perusahaan perlu menyusun suatu laporan keuangan. Laporan keuangan 
merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk 
berkomunikasi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan baik 
internal maupun eksternal. 
Peranan laporan keuangan dalam perusahaan dimaksudkan untuk dapat 
menyajikan informasi keuangan terhadap pengambil keputusan keuangan bagi 
suatu perusahaan, sebab dengan adanya laporan keuangan maka perusahaan 
dapat mengetahui keadaan dan posisi keuangan suatu perusahaan. 
PT. Raja Indo di Makassar adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
dealer pompa air merek Grundfos, dimana dalam melaksanakan pengelolaan 
aktivitas usahanya maka perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap laporan 
keuangan. Dengan pentingnya laporan keuangan bagi perusahaan, untuk lebih 
jelasnya akan disajikan laporan keuangan yang meliputi : neraca dan laporan 
perhitungan laba rugi yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini : 
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TABEL 4.1 
PT. RAJA INDO DI MAKASSAR 
NERACA PER 31 DESEMBER TAHUN 2011 
 
 
AKTIVA 
Aktiva Lancar :  
Kas   Rp.      53.671.850 
Bank  Rp.    371.892.250 
Piutang dagang Rp. 1.712.345.600 
Persediaan pompa air Rp.    356.789.110 
Jumlah aktiva lancar                     Rp.2.494.698.810 
Aktiva tetap : 
Tanah                                   Rp. 1.178.910.900 
Bangunan gedung Rp. 3.506.528.900 
Armada angkutan Rp.    681.056.150 
Kendaraan mobil kantor Rp.    356.789.200 
Inventaris kantor  Rp.    110.782.380 
Akum. Penyusutan                  (Rp.1.633.286.090) 
Aktiva tetap (netto)   Rp.4.200.781.410  
Total Aktiva    Rp.6.695.480.220 
PASSIVA 
Hutang lancar : 
Hutang usaha  Rp.2.557.787.210   
Hutang pajak  Rp.     41.676.610 (+) 
Jumlah hutang lancar                         Rp. 2.599.463.820  
Hutang jangka panjang : 
Hutang hipotik bank                          Rp. 1.409.157.140 
Jumlah utang                         Rp. 4.008.620.960                                   
Ekuitas : 
Modal saham  Rp.1.000.000.000 
Laba ditahan  Rp.   497.437.280 
Laba tahun berjalan setelah pajak Rp.1.189.421.980 (+) 
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Jumlah ekuitas                                                    Rp.  2.686.859.260 
Total passiva                                 Rp. 6.695.480.220   
   
 
Sumber : Data diolah dari PT. Raja Indo di Makassar, 2012 
Berdasarkan data mengenai neraca perusahaan yang diperoleh dari 
perusahaan PT. Raja Indo di Makassar maka selanjutnya akan disajikan laporan 
perhitungan laba rugi periode 01 Januari s/d 31 Desember tahun 2011 yang 
dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini : 
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TABEL 4.2 
PT. RAJA INDO DI MAKASSAR 
LAPORAN LABA RUGI PER 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 
TAHUN 2011 
 
Hasil penjualan                                 Rp. 5.712.345.670 
Harga pokok penjualan  
Persediaan awal    Rp.    112.783.950 
Pembelian pompa   Rp. 3.781.123.560 (+) 
Tersedia untuk dijual   Rp. 3.893.907.510 
Persediaan akhir    Rp.    356.789.110 (+) 
Harga pokok penjualan    Rp. 3.537.118.400 (-) 
Laba kotor    Rp. 2.175.227.270 
Biaya operasional : 
Biaya penjualan 
Gaji bagian proyek    Rp.  121.567.900 
Ongkos bagian penjualan   Rp.    21.789.150 
Biaya promosi penjualan  Rp.    56.171.200 (+) 
Jumlah biaya penjualan         Rp.  199.528.250 
Biaya adm/umum : 
Gaji bagian adm umum   Rp.    57.892.100 
Biaya listrik/telepon   Rp.    27.781.150 
Cadangan kerugian piutang  Rp.    60.151.670 
Biaya bunga   Rp.    71.789.280 
Biaya entertaiment   Rp.    76.567.100 
Biaya sumbangan    Rp.    27.891.100 
Biaya penyusutan bangunan gedung  Rp.  115.708.640 
Biaya penyusutan armada angkutan  Rp.    62.337.475 
Biaya penyusutan kendaraan mobil  Rp.    63.251.725 
Biaya penyusutan inventaris kantor  Rp.    21.250.000 
Jumlah biaya adm/umum  Rp.  584.620.240 (+) 
Total biaya operasional    Rp.    784.148.490 (-) 
 
 
48 
 
 
Laba bersih sebelum pajak    Rp. 1.391.078.780 
PPh terutang                                 Rp.    201.656.800 
Laba bersih setelah pajak   Rp. 1.189.421.980 
 
 
Sumber : Data diolah dari PT. Raja Indo di Makassar 
 
Sedangkan perhitungan PPh terutang menurut  
Perusahaan dapat dihitung sebagai berikut : 
                                                                     4.800.000.000 
 Penghasilan kena pajak yang  =  ----------------------- x 1.391.078.780 
 Memperoleh fasilitas                        5.712.345.670 
                                                             = 1.168.903.027 
         Penghasilan kena pajak yang  = 1.391.078.780 – 1.168.903.027 
   tidak memperoleh fasilitas 
                                                             = 222.175.753 
Dengan demikian maka besarnya pajak penghasilan terutang dapat dihitung 
sebagai berikut : 
PPh yang memperoleh fasilitas =  146.112.878 
(25% x 50% x Pkp) 
PPh yang tidak memperoleh     =    55.543.938 
fasilitas (25% x Pkp) 
   Pajak Penghasilan Terutang  =  201.656.816                            
Dengan demikian maka penghasilan terutang dibulatkan menjadi 
Rp.201.656.800. 
 
4.2.2 Perhitungan PPh Badan Menurut PT. Raja Indo di Makassar 
Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai 
dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan 
pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan 
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keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam 
pengakuan penghasilan maupun biaya.  
Salah satu upaya yang perlu dilakukan perusahaan adalah dengan 
melakukan koreksi fiskal yang bertujuan untuk menyajikan pelaporan keuangan 
komersil agar penyajiannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 
tahun 2008 tentang pajak penghasilan badan. 
Sebelum dilakukan perhitungan PPh pasal 25 dan 29 khususnya pada             
perusahaan PT. Raja Indo di Makassar, maka terlebih dahulu akan                         
disajikan laporan koreksi fiskal. Analisis koreksi fiskal adalah untuk mengetahui 
perbedaan waktu dan perbedaan tetap atau menurut laba komersial dengan  
laba  menurut fiskal. Menurut Ahmad Tjahyono (2000:559) yang menyatakan 
bahwa perbedaan yang bermanfaat tetap dapat meliputi: penghasilan bunga 
bank, penghasilan dividen, biaya sumbangan termasuk zakat oleh Badan Amil 
Zakat yang dibentuk atau disajikan oleh pemerintah, biaya dalam bentuk natura, 
denda dan bunga pajak. Sednagkan menurut peraturan perpajakan tidak sesuai 
biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dibebankan pada penjualan tertentu 
dalam periode tertentu, biaya-biaya tersebut dapat meliputi; biaya sumbangan, 
biaya dalam bentuk natura, denda dan bunga pajak. Sedangkan dalam 
perbedaan sifatnya sementara biaya penyusutan, biaya kerugian piutang (Ahmad 
Tjahyono, 2000:566) 
Sebelum dilakukan penerapan koreksi fiskal, terlebih dahulu akan 
disajikan uraian item dari masing-masing pelaksanaan koreksi fiskal yaitu 
sebagai berikut : 
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1. Biaya penyusutan menurut akuntansi 
Besarnya biaya penyusutan menurut akuntansi dapat dihitung dengan 
berbagai macam metode. Namun dalam penelitian ini, metode yang digunakan 
oleh perusahaan adalah metode garis lurus. Besarnya biaya penyusutan tersebut 
adalah sebagai berikut : 
a. Bangunan gedung 
Besarnya biaya penyusutan untuk bangunan gedung adalah sebagai berikut : 
Rp. 3.506.528.900 - Rp.1.192.356.100 
                                                                   =    Rp.115.708.640 
                      20 tahun  
Jadi besarnya biaya penyusutan untuk bangunan gedung per tahun adalah 
sebesar Rp. 115.708.640. (Selengkapnya hasil penyusutan bangunan 
gedung per tahun dapat dilihat pada lampiran 1) 
b. Armada angkutan 
Besarnya biaya penyusutan armada angkutan adalah sebagai berikut : 
         Rp.  681.056.150 – Rp. 182.356.350 
                                                                    =  Rp. 62.337.475 
                           8 tahun  
Jadi besarnya biaya penyusutan armada angkutan per tahun adalah sebesar 
Rp. 62.337.475. (Selengkapnya hasil penyusutan armada angkutan 
pertahunnya dapat dilihat pada lampiran 2) 
c. Kendaraan mobil 
Besarnya biaya penyusutan kendaraan mobil adalah sebagai berikut : 
Rp. 356.789.200 – Rp. 103.782.300 
                                                                   =   Rp. 63.251.725 
                         4 tahun  
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Jadi besarnya biaya penyusutan untuk kendaraan mobil per tahun adalah 
sebesar Rp 63.251.725. (Selengkapnya hasil penyusutan mesin/peralatan 
pertahunnya dapat dilihat pada lampiran 3) 
d. Inventaris kantor 
Besarnya biaya penyusutan inventaris kantor adalah sebagai berikut : 
Rp.  110.782.350 – Rp. 25.782.350 
                                                              =  Rp. 21.250.000 
                      4 tahun  
Jadi besarnya biaya penyusutan untuk inventaris kantor per tahun adalah  
sebesar Rp. 21.250.000. (Selengkapnya hasil penyusutan inventaris kantor 
pertahunnya dapat dilihat pada lampiran 4) 
Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan penyusutan aktiva tetap                
menurut perusahaan per 31 Desember tahun 2011, dapat dilihat pada tabel 4.3 
yaitu sebagai berikut : 
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TABEL 4.3 
HASIL PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP (MENURUT PERUSAHAAN) 
TAHUN 2011 
No Jenis Aktiva Tetap 
Tahun Harga 
Masa 
Manfaat Nilai Akumulasi Biaya  Akumulasi Nilai  
perolehan perolehan  (tahun) Residu Penyusutan Penyusutan Penyusutan Buku ( Rp) 
    
        s/d 2010   s/d 2011   
1 Tanah 
1999 
   
1.178.910.900            
  
1.178.910.900  
2 Bangunan Gedung 03/05/2000 
   
3.506.528.900  20 
 
1.192.356.100  
  
1.128.159.240  
   
115.708.640  
    
1.243.867.880  
  
2.262.661.020  
3 Armada  angkutan 05/12/2009 
      
681.056.150  8 
    
182.356.350  
       
98.701.000  
     
62.337.475  
       
161.038.475  
     
520.017.675  
4 Kendaraan Mobil 03/10/2009 
      
356.789.200  4 
    
103.782.300  
     
106.690.510  
     
63.251.725  
       
169.942.235  
     
186.846.965  
5 Inventaris kantor 15/04/2009 
      
110.782.350  4 
      
25.782.350  
       
37.187.500  
     
21.250.000  
         
58.437.500  
       
52.344.850  
  Jumlah  
   
4.655.156.600    
 
1.504.277.100  
  
1.370.738.250  
   
262.547.840  
    
1.633.286.090  
  
4.200.781.410  
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Kemudian untuk menghitung biaya penyusutan jenis aktiva tetap               
menurut Undang-Undang Perpajakan, dapat dibagi ke dalam kelompok-
kelompok dengan ketentuan sebagai berikut : 
a) Kelompok 1, untuk aktiva tetap yang masa manfaatnya 4 tahun dan tidak 
termasuk golongan bangunan, disusutkan dengan tarif 25 % untuk                 
metode garis lurus dan tarif 50 % untuk saldo menurun. 
b) Kelompok 2, untuk aktiva tetap tetap yang masa manfaatnya 8 tahun dan  
tidak termasuk golongan bangunan disusutkan dengan tarif 12,5 %, metode 
garis lurus dan metode saldo menurun sebesar 25 %. 
c) Kelompok 3, untuk aktiva tetap yang masa manfaatnya 16 tahun dan              
tidak termasuk golongan bangunan disusutkan dengan tarif 6,25 % untuk 
metode garis lurus dan metode saldo menurun sebesar 12,5 %. 
d) Kelompok bangunan yang permanen disusutkan dengan tarif 5 % dan tidak 
permanen 10 % berdasarkan metode garis lurus, 
2. Biaya penyusutan menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 
2008 
Besarnya biaya penyusutan menurut Undang-Undang Perpajakan                      
No. 36 tahun 2008 dapat diketahui melalui perhitungan  di bawah ini : 
a. Bangunan gedung 
Besarnya biaya penyusutan bangunan gedung menurut Undang-Undang 
Perpajakan No.36 tahun 2008 adalah : 
Rp  3.506.528.900 x 5 % = Rp  175.326.445 
Jadi besarnya biaya penyusutan bangunan gedung per tahun adalah sebesar 
Rp.175.326.445,- 
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b. Armada angkutan  
Besarnya biaya penyusutan armada angkutan menurut Undang-Undang 
Perpajakan  No. 36 tahun 2008 adalah : 
12,50%  x  Rp. 681.056.150 = Rp. 85.132.020 
Jadi besarnya biaya penyusutan armada angkutan per tahun adalah sebesar 
Rp.  85.132.020,- 
c. Kendaraan mobil 
Besarnya biaya penyusutan kendaraan mobil menurut Undang-Undang 
Perpajakan No. 36 tahun 2008 adalah : 
Rp 356.789.200  x 25 % = Rp  89.197.300 
Jadi besarnya biaya penyusutan kendaraan kantor per tahun adalah sebesar           
Rp 89.197.900,- 
d. Inventaris kantor 
Besarnya biaya penyusutan invetaris kantor menurut Undang-Undang 
Perpajakan No. 36 tahun 2008 adalah : 
Rp 110.782.350 x 25 % = Rp 27.695.590 
Jadi besarnya biaya penyusutan inventaris kantor per tahun adalah sebesar  
Rp. 27.695.590,- 
Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan penyusutan aktiva tetap               
menurut Undang-Undang perpajakan No. 36 tahun 2008, dapat dilihat pada           
tabel 4.4 yaitu sebagai berikut : 
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TABEL 4.4 
HASIL PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP MENURUT UU. PERPAJAKAN NO. 36 TAHUN 2008 
TAHUN 2011 
 
No Jenis Aktiva Tetap 
Tahun Harga 
Golongan 
Masa Manfaat Tarif Akumulasi Biaya  Akumulasi Nilai  
perolehan perolehan  (tahun) Penyusutan 
Penyusutan s/d 
2010 Penyusutan Penyusutan s/d 2011 Buku ( Rp) 
1 Tanah 
       1.178.910.900  - - - - - -     1.178.910.900  
2 Bangunan Gedung 03/05/2010      3.506.528.900   Bangunan  20 5% 
           
1.709.432.835     175.326.445            1.884.759.280      1.621.769.620  
3 Armada angkutan 05/12/2010         681.056.150   Klpk 2  8 12,50% 
              
134.792.365       85.132.020               219.924.385         461.131.765  
4 Kendaraan Mobil 03/10/2010         356.789.200   Klpk 1  4 25% 
              
156.095.275       89.197.300               245.292.575         111.496.625  
5 Inventaris kantor 15/04/2010         110.782.350   Klpk 1  4 25% 
                
48.467.230       27.695.560                 76.162.790           34.619.560  
  Jumlah       4.655.156.600                         1  
           
2.048.787.705     377.351.325            2.426.139.030      2.229.017.570  
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Berikut ini akan disajikan perbandingan biaya penyusutan menurut 
perusahaan dan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008         
yang dapat disajikan pada tabel 4.5 yaitu sebagai berikut : 
TABEL 4.5 
PERBANDINGAN BIAYA PENYUSUTAN MENURUT PERUSAHAAN DENGAN 
UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN NO. 36 TAHUN 2008 
PER 31 DESEMBER TAHUN 2011 
 
 
No.  
 
Jenis Aktiva 
Tetap 
 
Biaya 
Penyusutan  
Menurut   
Perusahaan  
(Rp) 
Biaya 
Penyusutan 
Menurut UU 
Perpajakan  
(Rp) 
Selisih  
(Rp) 
(+/-) 
1. Gedung 115.708.640 175.326.445  59.617.805 
2.  Armada angkutan 62.337.475 85.132.020 22.794.545 
3. Kendaraan mobil 63.251.725 89.197.300 25.945.575 
4.  Inventaris  kantor 21.250.000 27.695.560 6.445.560 
  262.547.840 377.351.325 114.803.485 
Sumber : Data diolah dari PT. Raja Indo di Makassar, 2012 
Sebelum disajikan penerapan koreksi fiskal, maka terlebih dahulu akan 
disajikan data tambahan perusahaan yang berkaitan dengan penyusunan 
rekonsiliasi fiskal yaitu sebagai berikut : 
1) Biaya kerugian piutang ditemukan terdapat biaya kerugian piutang yang 
dipakai perusahaan yakni sebesar Rp.60.151.670. Karena menurut Undang-
Undang Perpajakan bahwa biaya kerugian piutang tidak diakui oleh pajak 
maka biaya kerugian piutang harus dikoreksi oleh pajak. 
2) Biaya entertainment sebesar Rp.76.567.100 bahwa merupakan elemen biaya 
yang boleh diperkurangkan dengan penghasilan maka biaya entertainment 
perlu dikoreksi. 
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3) Biaya sumbangan sebesar Rp.27.891.100 digunakan untuk instansi  
pemerintah yakni perayaan 17 Agustus dan perayaan HUT PDAM dan 
sponsor olah raga. 
4) Perbedaan biaya penyusutan menurut perusahaan dengan perpajakan              
yakni sebesar Rp 114.803.485 (lihat tabel 4.5) 
Untuk lebih jelasnya akan disajikan rekonsiliasi fiskal yaitu sebagai  
berikut : 
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TABEL 4.6 
REKONSILIASI FISKAL LAPORAN LABA RUGI 
PADA PT. RAJA INDO DI MAKASSAR 
Uraian Menurut akuntansi (Rp) 
Koreksi Fiskal 
Menurut fiskal Perbedaan Tetap Perbedaan Waktu 
(Rp) (Rp) 
Penjualan             5.712.345.670             5.712.345.670  
Harga Pokok Penjualan             3.537.118.400             3.537.118.400  
Laba Kotor             2.175.227.270             2.175.227.270  
Beban operasional         
Biaya penjualan         
Gaji bagian penjulan                121.567.900                121.567.900  
Ongkos angkut penjualan                  21.789.150                  21.789.150  
Biaya promosi penjualan                  56.171.200                  56.171.200  
Gaji bagian adm umum                  57.892.100                  57.892.100  
Biaya listrik/telepon                  27.781.150                  27.781.150  
Biaya kerugian piutang                  60.151.670                 60.151.670                                 -  
Biaya Bunga                  71.789.280                                  -                71.789.280  
Biaya entertaiment                  76.567.100                 76.567.100                                 -  
Biaya sumbangan                   27.891.100                 27.891.100                                 -  
Biaya penyusutan bangunan gedung                115.708.640                                  -              59.617.805            175.326.445  
Biaya penyusutan Armada angkutan                  62.337.475                                             -              22.794.545                     85.132.020  
Biaya penyusutan kendaraan mobil                  63.251.725                                             -              25.945.575                     89.197.300  
Biaya penyusutan inventaris kantor                  21.250.000                                             -                6.445.560                     27.695.560  
Jumlah Biaya operasional                784.148.490               164.609.870            114.803.485                   734.342.105  
Laba bersih sebelum pajak             1.391.078.780             1.440.885.165  
Pajak Penghasilan                201.656.800                208.876.950  
Laba bersih setelah pajak             1.189.421.980             1.232.008.215  
     Sumber : Hasil olahan data 
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Ikhtisar perhitungan laba kena pajak, pada perusahaan PT. Raja Indo di 
Makassar, adalah sebagai berikut : 
Laba  bersih sebelum pajak ………………………………  Rp. 1.391.078.780 
Koreksi Fiskal tetap: 
-  Biaya kerugian piutang ……………….   Rp  60.151.670 
-  Biaya entertaiment ...............................   Rp  76.567.100 
-  Biaya sumbangan...............................   Rp. 27.891.100 
Jumlah                           Rp.164.609.870 
Koreksi fiskal waktu :  
- Biaya penyusutan bangunan gedung  Rp.  59.617.805 
- Biaya penyusutan armada angkutan  Rp.  22.794.545 
- Biaya penyusutan kendaraan mobil  Rp.  25.945.575 
- Biaya penyusutan inventaris kantor  Rp.    6.445.560  
Jumlah koreksi fiskal permanen                Rp.114.803.485     Rp.     49.806.385 
Penghasilan kena pajak      Rp. 1.440.885.165 
PPh terutang      Rp.    208.876.966 
Laba bersih setelah pajak     Rp. 1.232.008.199,00 
 
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas, laba kena pajak 
setelah dikoreksi fiskal terhadap laba akuntansi sebesar Rp. 1.440.885.165, 
sehingga pajak penghasilan badan terutang tahun 2011 adalah 201.656.800 hal 
ini dapat ditentukan perhitungan dibawah ini : 
                                                        4.800.000.000  
Pkp yang memperoleh fasilitas   =  ------------------- x 1.440.885.165  
                                                        5.712.345.670 
                                                    = 1.210.754.599 
Pkp yang tidak memperoleh fasilitas = 1.440.885.165 – 1.210.754.599 
                                                           = 230.130.566 
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Perhitungan PPh : 
PPh yang memperoleh fasilitas  =     151.344.125 
(25% x 50% x Pkp) 
PPh yang tidak memperoleh      =        57.532.641 
Fasilitas (25% x Pkp) 
     PPh terutang                         = Rp.208.876.966 
 
4.2.3 Perbandingan Perhitungan PPh Badan menurut PT. Raja Indo di   
         Makassar dengan Ketentuan Perpajakan 
Berdasarkan hasil analisis mengenai rekapitulasi fiskal maka                  
akan disajikan perhitungan PPh pasal 25 dan 29 yang dapat diuraikan sebagai 
berikut : 
1. Perhitungan PPh pasal 29 menurut perusahaan 
a. PPh pasal 29 
Perhitungan PPh pasal 29 menurut perusahaan dapat dihitung sebagai                          
berikut : 
PPh terutang :                           Rp.  201.656.800 
Kredit pajak : 
PPh pasal 22 Rp. 29.392.550 
PPh pasal 23 Rp. 32.123.400.50  ( + ) 
Jumlah kredit pajak    Rp.  61.515.950,50 (-) 
    Rp. 140.140.850 
PPh pasal 25 yang telah dibayar    Rp.   98.464.240     (-) 
PPh kurang bayar (PPh pasal 29)    Rp.   41.676.610 
b. PPh pasal 25 
Perhitungan PPh pasal 25 menurut perusahaan dapat dihitung sebagai                 
berikut : 
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PPh terutang menurut SPT   Rp. 201.656.800 
Kredit pajak : 
PPh pasal 22 Rp. 29.392.550 
PPh pasal 23 Rp. 32.123.400,50 
Jumlah kredit pajak   Rp. 61.515.950,50 (-) 
Jumlah utang pajak   Rp. 140.140.850 
Jumlah bulan                                        12 
Angsuran PPh pasal 25 perbulan                          Rp.11.678.404,13  
   
Kemudian perhitungan PPh pasal 29 dan 25 menurut fiskal dapat 
diuraikan sebagai berikut : 
a. PPh pasal 29 
PPh terutang :                           Rp.    208.876.950 
Kredit pajak : 
PPh pasal 22 Rp.  29.392.550 
PPh pasal 23 Rp.  32.123.400,50 (+) 
Jumlah kredit pajak                           Rp.  61.515.950,50 (-)   Rp.  204.270.630 
Jumlah utang pajak                           Rp.147.361.000 
PPh pasal 25 yang telah dibayar                           Rp.  98.464.240    (-) 
PPh kurang bayar (PPh pasal 29)                           Rp.  48.896.760 
b. PPh pasal 25 
PPh terutang menurut SPT                            Rp.  208.876.950 
Kredit pajak : 
PPh pasal 22 Rp. 29.392.550 
PPh pasal 23 Rp. 32.123.400,50 (+) 
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Jumlah kredit pajak    Rp.   61.515.951 (-) 
Jumlah utang pajak    Rp.147.361.000 
                   12 
Angsuran PPh pasal 25 perbulan    Rp. 12.280.083,29 
 
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas, akan  disajikan 
besarnya PPh kurang bayar yang dapat diuraikan sebagai berikut :  
a.  PPh pasal 29 
Besarnya PPh pasal 29 yang kurang bayar dapat dihitung sebagai berikut : 
PPh pasal 29 menurut fiskus    Rp.    48.896.760 
PPh pasal 29 menurut perusahaan        Rp.    41.676.610 
PPh pasal 29 kurang bayar         Rp.      7.220.150  
PPh pasal 25 
Besarnya PPh pasal 25 kurang bayar dapat dihitung sebagai berikut : 
PPh pasal 25 menurut fiskus    Rp.12.280.083,29 
PPh pasal 25 menurut perusahaan     Rp.11.678.404,13 
PPh pasal 25 kurang bayar    Rp.       61.679,17 
Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan tersebut dapat disajikan melalui                
tabel berikut ini : 
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TABEL 4.7 
PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPH LEBIH (KURANG) BAYAR 
PADA PT. RAJA INDO DI MAKASSAR 
 
No. Jenis PPh 
Menurut Menurut PPh kurang 
Fiskus Perusahaan Bayar 
1. PPh pasal 29 48.896.760 41.676.610 7.220.150 
2. PPh pasal 25 12.280.083,29 11678.404,13 601.679,17 
Sumber : Hasil olahan data 
 
Dari tabel tersebut di atas yakni hasil perhitungan PPh pasal 29 dan                 
pasal  25 yang menunjukkan bahwa PPh pasal 29 terdapat PPh kurang bayar  
sebesar Rp.7.220.150, sedangkan untuk PPh pasal 25 terdapat kurang bayar 
sebesar Rp.601.679,17. Untuk perbandingan PPh pasal 25 dan 29 yang           
kurang bayar harus disetor ke kas negara.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai penelitian dan pelaporan 
pajak penghasilan pada perusahaan PT. Raja Indo di Makassar, maka                 
penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis  
sebagai berikut : 
1. Hasil analisis laporan keuangan perusahaan, menunjukkan bahwa            
perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan 
belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan No. 36 tahun 2009,             
dimana terdapat perbedaaan dalam perhitungan pajak penghasilan. 
Kekurangan PPh, terutang dari laporan keuangan fiskal lebih besar dari 
kewajiban pajak tentang laporan keuangan komersial. 
2. Pengaruh dari pelaksanaan koreksi fiskal pada perusahaan PT. Raja Indo di 
Makassar, yang menunjukkan bahwa dalam perhitungan PPh pasal 29 
terdapat PPh yang kurang bayar sebesar Rp. 7.220.150, dan PPh             
pasal 25 terdapat PPh yang kurang bayar sebesar Rp.601.679,17.  
 
5.2. Saran-saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, selanjutnya dapat 
diberikan saran-saran sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yaitu  
sebagai berikut : 
1. Disarankan kepada perusahaan PT. Raja Indo di Makassar agar  mengikuti 
perhitungan penyusutan aktiva tetap sesuai dengan Undang-Undang 
Perpajakan No. 36 tahun 2008. 
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2. Disarankan pula kepada perusahaan agar dalam perhitungan pajak                
penghasilan perlu memperhatikan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 
2008 pasal 9 biaya yang tidak diakui oleh pajak. Dengan kata lain                     
bahwa perusahaan sebaiknya melakukan sendiri koreksi fiskal atas laporan 
keuangan komersialnya (Self Fiscal Corection). 
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Bangunan 
   
    Tgl  Biaya  Akumulasi Harga 
perolehan Penyusutan Penyusutan Perolehan 
      
 
3.506.528.900  
03/05/2000 
         
86.781.480  
      
86.781.480  
 
3.419.747.420  
2001 
       
115.708.640  
    
202.490.120  
 
3.304.038.780  
2002 
       
115.708.640  
    
318.198.760  
 
3.188.330.140  
2003 
       
115.708.640  
    
433.907.400  
 
3.072.621.500  
2005 
       
115.708.640  
    
549.616.040  
 
2.956.912.860  
2006 
       
115.708.640  
    
665.324.680  
 
2.841.204.220  
2007 
       
115.708.640  
    
781.033.320  
 
2.725.495.580  
2008 
       
115.708.640  
    
896.741.960  
 
2.609.786.940  
2009 
       
115.708.640  
 
1.012.450.600  
 
2.494.078.300  
2010 
       
115.708.640  
 
1.128.159.240  
 
2.378.369.660  
2011 
       
115.708.640  
 
1.243.867.880  
 
2.262.661.020  
Sumber : Hasil olahan data 
   
 
 
   Armada mobil angkutan 
  
    Tgl  Biaya  Akumulasi Harga 
perolehan Penyusutan Penyusutan Perolehan 
      
    
681.056.150  
05/12/2009 
         
36.363.525  
      
36.363.525  
    
644.692.625  
2010 
         
62.337.475  
      
98.701.000  
    
582.355.150  
2011 
         
62.337.475  
    
161.038.475  
    
520.017.675  
Sumber Hasil Olahan data 
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Kendaraan Mobil 
  
    Tgl  Biaya  Akumulasi Harga 
perolehan Penyusutan Penyusutan Perolehan 
      
    
356.789.200  
03/10/2009 
         
43.438.785  
      
43.438.785  
    
313.350.415  
2010 
         
63.251.725  
    
106.690.510  
    
250.098.690  
2011 
         
63.251.725  
    
169.942.235  
    
186.846.965  
Sumber : Hasil Olahan data 
 
  
    Inventaris Kantor 
  
    Tgl  Biaya  Akumulasi Harga 
perolehan Penyusutan Penyusutan Perolehan 
      
    
110.782.350  
03/10/2009 
         
15.937.500  
      
15.937.500  
      
94.844.850  
2010 
         
21.250.000  
      
37.187.500  
      
73.594.850  
2011 
         
21.250.000  
      
58.437.500  
    
110.782.350  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
